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BAB VI
PENUTUP
6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pengelolaan keuangan Desa Bokasape Timur secara administrasi telah
berjalan dengan baik yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Semua proses ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bokasape Timur dalam
mengelolah keuangan Desa yang bersumber Dari Dana Transfer yaitu
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Secara Rill penggunaan keuangan Desa Bokasape Timur belum memenuhi
kebutuhan Desa secara meyeluruh karena beberapa faktor antara lain
Sumber daya manusia, minimnya Partisipasi Masyarakat, yang.masih
kurang,

3. Pengelolaan keuangan Desa berdampak baik terhadap pemberdayaan
masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari
pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh
dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan
keanekaragaman,  partisipasi  pemberdayaan = masyarakat  dapat
meningkatkan peran Pemerintah Desa.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
aparat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa supaya semua perangkat
mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu

keberhasilan pengelolaan keuangan Desa pada umumnya.
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2. Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
dalam menghadapi masyarakat Desa Bokasape Timur.

3. Tim pendamping dari Kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya melalui
sosialisasi dan pemberian pelatihan kepada aparat Desa yang dilakukan
setiap Bulan.

4. Perlu diadakannya musyawarah antara anggota perangkat Desa dan
Masyarakat guna menyusun rencana untuk memajukan pembangunan
Desa, kiranya pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala Desa terhadap
masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa lebih
digalakkan lagi, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam

konsep membangun Desa yang lebih maju.
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